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MOTIO

JADIKAN YANG TELAN TERJADI SEBAGAT CONTOH BAGI YANG AKAN TERIADI,
KARENA SEGALA SESUATU BANYAK MENGANDUNG PERSAMAAN

(Imam Ali R. A)
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RINGKASAN

Keputusan Menteri Keuangan melikuidasi bank-bank swasta nasional di
Indonesia merupakan suatu kenyataan pahit yang dirasakan oleh pemilik bank
maupun nasabah bank yang bersangkutan, Banyak masyarakat yang merasa
dirugikan berkaitan dengan pembayaran serta pengembalian uang yang disimpan
pada bank yang dilikuidasi tersebut. Untuk itu maka penulis merasa tertarik
membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul,
“Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan dana Bank Dalam Likuidasi”.

Masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini diarahkan pada dua (2)
hal vaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ; dan
upaya apakah yang dilakukan bank untuk melindungi nasabah penyimpan dana.

Permasalahan yang ada dibahas dengan cara menelaah kaidah hukum yang
berlaku (yuridis normatif), sedangkan data diperoleh melalui sumber data yaitu
data sekunder. Data-data yang telah terkumpul disusun secara teratur dan
sistematis, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Setelah data
dianalisa dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana terjadi pada saat pertama
kali menjadi nasabah yang bersangkutan, Hubungan hukum yang terjadi antara
bank dan nasabah penyimpan dana dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik
perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik. Dalam
konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk
perlindungan bagi nasabah namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal
demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara bank dan
nasabah telah dilakukan dengan sebuah perjanjian baku.

Pencabutan ijin merupakan langkah terakhir dari usaha untuk menyehatkan
bank yang terkena kesulitan tersebut setelah sebelumnya ditempuh langkah-langkah
permulaan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan baik secara
langsung maupun tidak langsung sesual dengan bank yang bersangkutan,

xil
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Akhirnya dalam skripsi ini penulis memberikan saran, lembaga asuransi
deposito atau lembaga penjamin simpanan yang sudah ada sejak tahun 1973
sebaiknya diefektifkan kembali pelaksanaannya. Hal ini karena lembaga tersebut
sangat berperan sekali terhadap pengembalian dana simpanan nasabah bank yang
dilikuidasi, Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia
mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar
nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah Bank Indonesia
diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk
mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh seluruh
bank yang beroperasi di Indonesia.

Xiii
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna
mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di
bidang ekonomi dan keuangan.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita
pembangunan antara lain, prioritas dibidang ekonomi dijadikan penggerak utama
pembangunan, Didalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, salah satu cara yang
ditempuh oleh pemerintah untuk memperlancar usaha-usaha pengerahan dana dengan
memantfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan. Oleh karena itu
diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor
perbankan schingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh
perekonomian nasional.

Bank adalah lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan dananya yang
semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh
kembali. Artinya, cksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan
masyarakat bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali. Semakin tinggi
kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk
menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.
Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, selain tergantung
pada keahliannya (pengurus bank), juga tergantung pada integritas mereka,

Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional seperti diatas, mengarah
kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (agent of

development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pembangunan
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nasional. Adanya peranan vang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan
nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya
guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemerataan atas hasil-
hasilnya schingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling
terkait, vaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan
dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan
uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan
kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk
ditempatkan pada banknya, dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Kenyataan dalam praktek perbankan dewasa ini, penerapan prudential banking
principles yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah dan
sekaligus sebagai sarana perlindungan nasabah penyimpan dana, tampaknya masih
perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, antara lain bank dapat
menjaga kesehatan banknya. Hal ini karena pertanggungjawaban bank terhadap
keuangan nasabah belum menunjukkan kepastian pengembalian dana nasabah bila
terjadi krisis perbankan.

Adanya berbagai kasus yang terjadi, baik di Indonesia maupun negara-negara
lain, menunjukkan beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus
ditutup sebab merugikan masyarakat, oleh karena sebagian atau seluruh dananya
tidak dapat diperoleh kembali, Tentunya kenyataan demikian dapat menimbulkan
kekhawatiran dalam melindungi masyarakat penyimpan dana.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih
jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH
PENYIMPAN DANA BANK DALAM LIKUIDASI™.
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1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah tentang perlindungan
hukum terhadap nasabah penyimpan dana bank dalam likuidasi.

1.3 Perumusan Masalah
Uraian latar belakang diatas dapat di tarik beberapa permasalahan sebagai
berikut :
I. bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ?
2. upaya apakah yang dapat dilakukan bank dalam melindungi nasabah penyimpan

dana?

1.4 Tujuan Penulisan
Didalam melakukan sesuatu kegiatan, sescorang pasti mempunyal fujuan
tertentu yang hendak dicapai. Demikian juga dalam penulisan skripsi imi penulis

mempunyai dua tujuan, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

a. untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan guna mencapai gelar Sarjana
Hukum di Fakultas hukum Universitas Jember;,

b. sebagai pengaplikasian [Imu Hukum yang telah didapat di bangku kuliah kedalam
realitas permasalahan hukum dalam masyarakat,

¢. mengembangkan hasil pikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan
umum, mahasiswa dan almamater,

d. ingin menyumbangkan karva tulis ini pada almamater tercinta sehingga dapat
menambah koleksi yang ada dan dapat berguna serta digunakan sebagaimana

mestinya
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1.4.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penulisan skri psi ini adalah :
a untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan  hukum terhadap nasabah
penyimpan dana apabila suatu bank dilikuidasi;
b. untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh bank dalam

melindungi nasabah.

1.5 Metodologi

Metode ilmiah merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, karena
merupakan cara-cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran
serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah, selain i metodologi juga merupakan pedoman untuk memahami,

menganalisa dan mempelajari hal-hal yang dihadapi.

L.5.1 Pendekatan Masalah

Sebagai bahan analisa untuk mencapar suatu pembahasan yang sesuai dengan
juan penulisan, dalam hal ini penulis menggunakan suaty pendekatan yundis
normatif, yaitu menelash peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku
yang bensi konsep tentang teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan

yang menjadi pokok pembahasan,

1.5.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sumber data
sekunder, Sumber data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data
sekunder yang diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah dan surat kabar, serta
pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (Soerjono
Soekanto, 1986 - 12)
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dalam penulisan
skripsi ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah untuk mendapatkan data
sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi, makalah, dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan
dibahas

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian
dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif Metode deskriptif’ kualitatif yaity
analisis-analisis yang tidak didasarkan atas angka-angka tetapi peraturan-peraturan
yang berlaku dengan menghubungkan data sekunder guna memperoleh gambaran
yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan dibahas.

Setelah data dianalisa dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan
metode deduktif artinya, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan
yang bersifat umum untuk menilai suaty kejadian yang khusus, dapat pula diartikan
sebagai pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju
permasalahan yang bersifat khusus,
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Peran perbankan yang strategis terutama disebabkan oleh fungsi utama
bank
sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
secara efisien dan efekuf dengan berazaskan demokrasi ekonomi. Kesemuanya
pendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini berarti perbankan
yang didasarkan pada amanat yang terkandung dalam, pasal. 33 UUD 1.945 yaitu
perekonomian harus disusun atas dasar usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan memberikan arti bahwa masyarakat memegang peran aktif dalam
kegiatan perekonomian perbankan dan pemerintah berkewajiban memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, memberikan pengarahan dan
bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim
yang sehat bagi perkembangan dunia usaha (Muhammad Djumhana, 1996:78).

Memperhatikan peranan lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat
pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan, gerak
yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien,
schat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu
melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu
menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi
pencapaian sasaran pembangunan. Untuk mencapai fungsi perbankan Indonesia
secara efisien, sehat dan wajar maka diadakan penyempurnaan tata perbankan
Indonesia dengan menempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut;

0. penyederhanaan jenis bank, menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat;
b. persyaratan pokok untuk pendirian bank diatur secara rinci sehingga ketentuan
pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah;
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¢. peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercavakan pada lembaga
perbankan dengan pencrapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan
persyaratan kesehatan bank;

d. peningkatan profesiobalisme para pelaku di bidang perbankan;

e. perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan
secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-
praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas (Man Suparman S. dan
Endang, 1997:89).

Berkaitan dengan hal itu maka penerapan prinsip-prinsip kchati-hatian yang
dapat dijabarkan dengan pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh
bank dapat berupa kewajiban-kewajiban, pembatasan-pembatasan dan lain
sebagainya, vang biasa dikenal dengan rambu-rambu keschatan bank (Marulak
Pardede, 1998:54). Demikian pula halnya dengan parktek-praktek perbankan yang
schat dan sikap responsif terhadap pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia
sebagai otoritas pengawas bank sangatlah diperlukan.

Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah
vang diperlukan dan terus menerus melakukan upaya untuk menyelamatkan bank-
bank yang menghadapi masalah terscbut. Langkah-langkah tersebut antara lain :

a. dengan meminta pemegang saham, menambah modal;

. meminta pemegang saham, mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;

¢. memperhatikan kualitas aktiva produktif yaitu semua aktiva dalam rupiah
ataupun valas yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh
penghasilan sesuai fungsinya yang meliputi kredit, surat-surat berharga,
penempatan dana pada bank lain dan serta mencari investor baru serta mendorong
penggabungan usaha atau akuisisi dengan bank lain yang schat (Widjanarto,
1993:161).

Memperhatikan kondisi tersebut di atas dalam rangka menyehatkan sistem
perbankan nasional, maka pemerintah menempuh langkah untuk melikuidasi bank-
bank yang tidak dapat lagi diupayakan penyelamatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
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Atas dasar hal tersebut dan berdasarkan pasal 37 ayat (3) hurub b Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

Menurut penilaian Bank [ndonesia keadaan suatu bank dpaat membahayakan
sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut ijin usaha bank dan
memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Sahan guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk Tim
Likuidast,

Berikut ini daftar bank-bank vang telah dilikuidasi yaitu :

a. Tanggal | November 1997 vang diumumkan lewat Pengumuman Menten
Keuangan Republik Indonesia Nomor ;| Peng-86/MK/1997 dengan keputusan
sebagal benkut :

1) No. 524/KMK.017/1997 PT. Bank Pinacsaan

2) No. 525/KMK.017/1997 PT. Bank Industn

3) No. 526/ KMK.017/1997 PT. Bank Anrico Bank Ltd

4) No. S27/KME.017/1997 PT. Bank Astria Raya Bank

5) No, 528/ KMK.017/1997 PT. Bank Andromeda

6) No, 529/KME.017/1997 PT. Bank Harapan Sentosa

7) No. 530/KMK.017/1997 PT. Bank Guna Internasional

8) No. 33I/KMK.017/1997 PT. Bank Sejahtera Bank Umum
9) No. 532/KMK.017/1997 PT. Bank Umum Majapahit Jaya
10) No. 533/KMK.017/1997 PT. Bank Jakarta

11) No. 534/KMK.017/1997 PT. Bank Kosagraha Semesta
12) No. 535/KMK.017/1997 PT. Bank Mataram Dhanarta

[3) No. 536/(KMK.017/1997 PT. Bank South East Asia Bank
[4) No. S37/KMK .017/1997 PT. Bank Pasific

15) No, 538/KMK.017/1997 PT. Bank Dwipa Semesta

16) No. 539/KMK.017/1997 PT, Bank Citrahasta Dhanamanunggal
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Tanggal 14 Maret 1999 tiga puluh delapan (38) Bank Swasta ditutup, yaitu .
) Bank Aken

2) Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP)
3) Bank Putra Surya Perkasa
4) Bank Namura Internusa
5) Bank Dana Asia

6) Bank Budi Internasional
7) Bank Yakin Makmur

8) Bank Lautan Berlian

9) Bank Dhanautama

10Y Bank Orient

11) Papan Sejahtera Bank

12) Bank Pesona Krivadana
13) Bank Tata

14) Bank Intan

15) Bank Asia Pasific

16) Bank Sewu Internasional
| 7) Bank Hastin Internasional
I8) Bank Indonesia Raya

19) Bank Umum Servita

20) Bank Dharmala

21) Bank Mashill Utama

22) Bank Arya Pandauarta
23) Bank Central Dagang

24) Bank Bahari

25) Bank Ciputra

26) Bank Metropolitan Raya
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27) Bank Alfa
28) Bank Kharisma
29) Bank Dewa Rutp
30) Bank Bumi Raya Utama
31) Bank Baja Internasional
32) Bank Santio
33) Bank Dagang dan Industri
34) Bank Sino
35) Bank Indotrade
36) Bank Ficorinvest
37) Bank Uppindo
38) Bank Bepede Indonesia
¢. Tanggal 29 September 2001 pemerintah juga mengambil keputusan untuk
melikuidasi PT. Bank Unibank Tbk dengan keputusan Gubernur BI No.
IO/KEP.GBI2001,

Sejak penjabutan ijin usaha tersebut, maka bank-bank tersebut wajib menutup
seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan.
Selanjutnya memerintahkan direksi-direksi bank tersebut untuk melaksanakan
Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
pemerintah No, 25 Tahun 1999 tentang pencabutan ljin Usaha, pembubaran dan
Likuidasi Bank.
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2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa ketentuan
hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini. Beberapa
ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut -

a. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan undang-undang No. 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan
1) Pasal 29

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha
bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian;

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syarigh
dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara
yung tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank;,

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi
mengenal kemungkinan timbulnya resiko kerugian schubungan dengan
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

Bl
L

(1) Bank wayib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan,
penjelasan mengenal usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia;
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atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan

bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang tidak ada padanya,

serta

wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka

memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan
yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan:

(3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan
bersifat rahasia.

3) Pasal 37

1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan

kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar ;

(1)
(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7

2) Apabila:

Pemegang saham menambah modal:

Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi

bank;

Bank menghapusbukukan kredit atau pembiaysan berdasarkan
Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank
dengan modalnya;

Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh
kewajiban;

Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan
bank kepaca pihak lain;

Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank
kepada bank atau pihak lain.

a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk

mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau;
b) Menurut Penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat
membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat
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mencabut ijin bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan
badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi;

2) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia
meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi
pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah
pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 Tentang Pencabutan ljin Usaha,
Pembubaran dan Likuidasi Bank.
1) Pasal4

(1) Pencabutan ijin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia,

(2) Sejak tanggal pencabutan ijin usaha, direksi dan dewan komisaris
dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset kewajiban
bank, kecuali atas persetujuan dan atau penegasan Bank Indonesia dan
untuk :

a. pembayaran gaji pegawal yang terutang,

b. pembayaran biaya kantor,

¢ pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan
menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

2) Pasal 5

(1) Direksi bank yang mencabut ijin usahanya wajib menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan
hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi selambat-lambatnya dalam
waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan ijin usaha;

(2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wiijib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
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3) Pasal 6

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat disclenggarakan dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), atau dapat

diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan
hukum bank dan pembentukan Tim Likwdasi, Pimpinan Bank Indonesia
meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang bensi :

a, pembubaran badan hukum bank;

b, penunjukan Tim Likuidasi;

¢. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini;

d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan
likuidasi kepada Bank Indonesia.

4) Pasal 16

Likuidasi bank dilakukan dengan cara :

a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, ditkuti
dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil
pencairan dan atau penagihan tersebut,

b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang
disetujul Bank Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
1) Pasal 1131 KUH Perdata

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian han,

menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
2} Pasal 1365 KUH Perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada scorang

lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”
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d. Undang-undang No. | Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

%

Diperuntukkan bagi bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dalam
menjalankan usahanya berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian semua
usaha perbankan yang berbentuk perseroan terbatas harus tunduk pada undang-
undang perseroan terbatas _
Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia J
Undang-undang ini membahas berbagai peranan Bank Indonesia sebagi bank
sentral dalam perbankan Indonesia.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1} Pasal 4

Hak konsumen adalab |

4. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa,

b, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
vang dijanjikan,

¢. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa,

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
vang digunakan,

e hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut,

f.  hak untuk mﬂndupntk.:m pembinaan dan pendidikan konsumen;

g hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif,

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagnimana mestinya;
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I, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

8. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfataan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan:

b.  bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

¢. membayar sesuai dengan mlai tukar yang disepakati;

d.  mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

& hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dani tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik,

¢. hak untuk melakukan pembelaan din sepatutnya di dalam penvelesaian
hukum sengketa konsumen;

d.  hak unutk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa vang
diperdagangkan;

o

hak-huk yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Pasal 7

Kewayiban peluku usaha adalah ;

a.  bentikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

b, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
Jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan,
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¢. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/jasa
yang berlaku,

e memberikan kesepatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

{  memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat pengggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

g memberikan kompensasi, ganri rugi dan/atau penggatian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesual dengan
perjanjian,

5) Pasal 43

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalw
lembaga vang bertugas menyesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
urnuinm,

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan
atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang
sengketa,

(3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur
dalam Undang-undang,

(4) Apabila telah memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di fuar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh
para pihak yang bersengketa.

' B
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6) Pasal 46

(1)

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

a. seorang konsumen vang dirugikan atau ahli waris vang
bersangkutan;

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama,

¢. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang
dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tjuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya,

d.  pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa
yang dikomsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi
vang besar dan/atau korban yang tidak sedikit,

(2) Gugatan yang digjukan oleh sekelompok konsumen, lembaga

(3)

perlindungan  Konsumen swadaya masyarakat atau  pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, atau huruf d
diajukan kepada peradilan umum;

Ketentuan lebih lanjut mengenal kerugian mateni yang besar dan/aatau
korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diatur dengan Peratuan pemerintah.
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2.3 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang dipergunakan sebagai bahan komparasi terhadap

permasalahan di dalam penulisan skipsi ini adalah sebagai benkut :

2.3.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Hali Banco yang berarti artinya bangku. Bangku

inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada

para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena hanya memberikan pelayanan

jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank menjadi jelas, berikut ini ada beberapa

pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum yaitu :

a.

b

Abdurrachman (1991:80) :

istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jems pranata finansial yang
melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup berancka ragam, seperti
pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan
pengawasan mata uang, bertindak scbagai tempat penyimpanan benda-benda
berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

Dr.B.N Ajuha (dalam Malayu S.P. Hasibuan, 2001:2) .

Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara
menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk
keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan
tabungan secara aman dengan tingkat bunga yang menarik.

Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (2001:2):

“Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang
kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotifkan profit

juga sosial, jadi bukannya hanya mencari keuntungan™.
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Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan

“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk-bentuk lainnva dalam rangka memngkatkan taraf hidup rakyat banyak™.

2.3.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

8.

Asas Bank:
Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II pasal 2 dikemukakan bahwa asas

perbankan adalah perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Fungsi Bank;
Fungsi utama bank yaitu mengumpulkan dana sebagai sumber pembayaran dan
meningkatkan faedah dana masyarakat dari pihak kelebihan dana kepada pihak
vang kekurangan dana. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
) pencipta uang kartal maupun uang giral;
Uang kartal hanys diciptakan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia
sedangkan uang giral diciptakan oleh bank sentral dan bank umum.
2)  penampungan uang atau penghimpunan dana masyarakat;
Dana yang dihimpun merupakan kelebihan wvang yang tidak dikonsumsi
oleh masyarakat,
3)  penyaluran dana pihak ketiga;
Dana yang telah dihimpun disalurkan kembali dalam bentuk berbagai
macam kredit yang diperlukan oleh masyarakat.
4)  menjaga dan memelihara kestabilan moneter;
5) menjual jasa pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, pengiriman, dan
penagihan uang (Marulak Pardede, 1998;120),
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Selanjutnya dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 3 Fungsi utama
perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat.

¢. Tujuan Bank;

Menurut pendapat Muchdarsyah Sinungan (1989:30) tujuan bank yaitu :

1) untuk meningkatkan dan mempertahankan keuntungan yang diperoleh
dengan memberikan jasa-jasa keuangan ;

2) pemberian serta pengembangan jasa diharapkan menghasilkan keuntungan
vang selaras dengan operasi bisnis dan kebijaksanaan keuangan negara.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan, perbankan Indonesia bertujuan
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan
rakyat banyak.

Tujuan bank digunakan sebagai pedoman untuk berperan aktif dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan dana bank itu sendiri merupakan
salah satu alat pemerintah yang diharapkan mampu membangun dan mendidik

masvarakat untuk hidup sederhana.

2.3.3 Jenis dan Usaha Bank
Berdasarkan Fungsinya menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab 11l pasal 5
ayat (1) jenis Bank terdiri dan :
a. Bank Umum
Bank umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran, Bank umum dapat mengkhususkan dini atau memberikan perhatian
yang lebih besar pada pelaksanaan kegiatan tertentu. Usaha-usaha yang boleh

dilakukan oleh bank umum, yaitu :
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1)

3)
4)

3)

6)

7)

8)

9)

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang

dipersamakan dengan 1tu;

memben kredit;

menerbitkan surat pengakuan hutang;

membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendin maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

a) surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa
berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud,

b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang sama
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-
surat dimaksud,

¢) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

e) obligasi,

f) sural dagangan berjangka waktu sampai dengan | (satu) tahun;

g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu dengan 1 (satu)
tahun,

memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendin maupun untuk

kepentingan nasabah;

menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga,

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (save

deposit boxy,

melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan

suatu kontrak;

melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,
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10) membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam
hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya,

11) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wah
amanat;

12) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
sesuai dengan ketentuan yang ditetepkan dalam peraturan pemerintah;

13) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan olch bank sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyvat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

Bank Perkreditan Rakyat konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut pasal 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan usaha-usaha yang boleh

dilakukan, yaitu -

1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
ity

2)  membernkan kredit,

3) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip
syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

4) menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI)
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2.3.4 Pengertian Nasabah Penyimpan dana

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.
7 Tuhun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa “nasabah
adalah pihak yang menggunakan jasa bank”, Sedangkan dalam pasal 1 angka 17
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Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan menyebutkan “nasabah penyimpan dana adalah nasabah
yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian
bank dengan nasabah yang bersangkutan™.

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana
fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah
vailu :

g4, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana;

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat

Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat

terlihat dari hubungan hukum yang muncul dan produk-produk perbankan

seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan itu dapat
tertuang dalam bentuk peraturan bank yvang bersangkutan dan syarat-syarat
umum yang harus dipakai oleh setiap nasabah penyimpan dana.

b, hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Artinya bank sebagai sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya.

Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau

kredit usaha kecil (Ronny Sautma Hotma Bako, 1995:33).

Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan
kontraktual, Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan
hukum dengan pihak bank, dalam hal nasabah melakukan hubungan hukum seperti
nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya. Hal
ini tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (1), bahwa “semua perjanjian yang
dibuat secara sah berkekuatan hukum sama dengan undang-undang bagi kedua belah
pihak™.
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2.3.5 Pengertian Likuidasi Bank

Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tudak ditemukan istilah
likuidasi tetapi menggunakan istilah pemberesan dan pembubaran. Undang-undang
No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan menyebutkan beberapa istilah likuidasi, dua diantaranya tercantum dalam
pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta dalam penjelasan pasal 37 ayat (1).

Likuidasi atau pembubaran adalah penghentian kegiatan perseroan terbatas
sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran disini tidak
mempunyai arti identik dengan berakhirnya eksistensi perseroan. Perseroan
merupakan badan hukum yang mempunyai akiifa dan pasiva, dalam stadium likuidasi
eksistensinya masih tetap ada. Hak yang dimiliki harus direalisasikan dan kewajiban
yang dipikul harus dipenubi. Perseroan terbatas tidak boleh melakukan tugas seperti
biasanya, tugasnya terbatas khusus membereskan hak dan kewajibannya itu (Manam
Darus Badrulzaman, 1994:125). Pengertian likuidasi bank dalam pasal | angka 4
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan lzin Usaha,
Pembubaran dan Likuidasi Bank, yaitu “tindakan penyelesaian seluruh hak dan
kewajiban bank sebagai akibat pencabutan ijin usaha dan pembubaran badan hukum
bank™.

Likuidasi merupakan proses penutupan suatu usaha atau perusahaan, termasuk
penjualan dan penggunaan aset, pembayaran kewajiban dan pengembalian apapun
yang tersisa, aset yang ada neraca tunai kepada pemilik usaha atau perusahaan
tersebut,

Pengertian umum mengenai likuidasi menurut  Abdurachman (1991:50)
menyebutkan, bahwa likuidasi dalam perusahaan berarti perubahan atau penukaran
aktiva menjadi uang tunai melainkan juga mencakup pembayaran hutang-hutang serta
pembagian sisa aktiva perusahaan kepada pemilik perusahaan dan pihak lainnya yang

berkepentingan dengan perusahaan.
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Berdasarkan pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun

1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
terdapat dua fase yang dapat dilakukan dalam melakukan likuidasi perbankan, yaitu |

a.

b,

Likuidasi oleh Pimpinan Bank Indonesia,

Likuidasi oleh Pimpinan Bank Indonesia dilakukan apabila menurut penilaian
Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan
artinya apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha,
suaty bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada bank lain sehingga
menimbulkan dampak berantai  kepada bank-bank lain. Penilaian ini
dilaksanakan melalui pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun
setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan
publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksan tersebut
(pasal 31 dan 31A Undang-undang No., 10 Tahun 1998 tentang perubahan
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 teniang perbankan) Pemeriksaan ini
meliputi sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang No. 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, yaitu “Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, neraca
dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala
lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Likuidasi melalui pengadilan.

Dalam hal ini dircksi tidak melikuidasi bank, Mentern Kevangan setelah
mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk
melikuidasi bank yang bersangkutan (Asikin, M, 1995:67). Likuidasi melalui
pengadilan menurut pasal 37 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
menyatakan bahwa :

Dalam hal ini bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham
sehagaimana dimaksud dalam ayat (2), pimpinan Bank Indonesia memanta
kepada pengadilan untuk mengeluarkan  penctapan - yang berisi
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pembubaran badan hukum, pembentukan tim likuidasi dan perintah
pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan yang berlaku,

Berhubungan dengan pencabutan ijin usaha bank-bank umum yang dilikuidasi
tersebut, dalam penjelasannya Mentenn Keuangan Republik Indonasia pada sidang
paripurma Dewan Perwakilan Rakyat dinyatakan bahwa likuidasi didasarkan 5 faktor
vaitu :

a, aset bank tidak mencukupi untuk menutup kewajiban yvang disebabkan besarnya
kredit macet;

b. akibat kredit macet, penghasilan yang diperoleh bank tidak dapat menutupi
kewajiban yang akhimya menimbulkan kerugian;

c. akumulasi kerugian makin besar sehingga menggerogoti modal menjadi negatif;

d. kemampuan bank menghimpun dana masyarakat berkurang;

. teguran usulan perbankan yang disampaikan Bank Indonesia kurang ditanggapi
secara positif oleh pengurus bank (infobank Edisi Desember No. 219/1997 : 37),

Likuiditas merupakan tindak lanjut dari bubarnya perseroan atau badan
hukum. Berakhimya (bubarnya) perseroan yang bersangkutan menurut Undang-
undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas didasarkan pada ketetapan rapat
umum pemegang saham. Hal ini terjadi karena jangka waktu yang telah ditetapkan
dalam AD/ART telah habis dan rapat umum pemegang saham memutuskan untuk
tidak memperpanjang.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang No, 4 Tahun 1998 tentang
kepailitan menyatakan bahwa dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal ini
mengandung pengertian bahwa pemyataan pailit oleh keputusan pengadilan seperti
yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang
kepailitan menyebutkan bahwa,“putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-
hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan
olch pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum
debitur *, didasarkan atas pengajuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas
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dan pembina bank di Indonesia dan pengajuan pernyataan kepailitan tersebut tidak
dapat diajukan lembaga lain termasuk kejaksaan. Dengan bubarnya perseroan secara
yuridis formal segera diikuti dengan tindakan likuidasi oleh likudator yang ditunjuk
oleh Pengadilan Negeri, direksi perseroan atau pihak pengadilan negeri sendiri bisa
sebagai likuidator.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan
[zin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, likuidasi dilaksanakan berkaitan dengan
alasan kepentingan umum. Likuidasi itu sendiri menurut peraturan perundang-
undangan tersebut merupakan sanksi administrasi (publik) terhadap bank scbagai
akibat pelanggaran vang dilakukan bank terhadap peraturan perundang-undangan
tersebut. Pelanggaran ini sedemikian rupa schingga dapat membahayakan bagi
kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia,
bank berada dalam kondisi usaha yang semakin memburuk seperti menurunnya
permodalan, kualitas aset, remtabilitas, likuiditas serta pengelolaan bank tidak
dilakukan berdasar prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang schat, atau dapat
membahayakan sistem perbankan nasional yaitu apabila bank yang bersangkutan
sebagai akibat dari kesulitannya atau adanya kondisi tertentu dapat menyebabkan
gangguan terhadap terlaksananya mekanisme sistem perbankan,

Tindakan likuidasi itu sendiri merupakan tindakan final (terakhir) dan
serangkaian proses panjang Semuanya dalam rangka pembinaan dan pengawasan
bank oleh Bank Indonesia serta sangat hati-hati Bank Indonesia untuk tidek sampai
pada keputusan pencabutan ijin usaha dan likuidasi bank mengingat perbankan
sendiri adalah suatu bisnis yang sangat memerlukan kepercayaan masyarakat yang

tinggi.
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2.3.6 Pengertian Perlindungan Hukum

Bank sebagai suatu lembaga keuangan pada saat ini peranannya sudah tidak
bisa lepas lagi dari kehidupan .masyamkat. Sebagai penyedia dana, bank dalam
kiprahnya akan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai nasabah,
karena kebutuhan yang semakin rpeningkat

Persaingan yang terjadi antar bank dan diikuti strategi, seringkali
menghadapkan nasabah pada suatu pilihan yang membingungkan dalam menentukan
bank yang bisa dipercaya nasabah pada suatu pilihan yang membingungkan dalam
menentukan bank yang bisa dipercaya menyimpan dana mereka. Seiring dengan
pengertian bank dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sekarang ini benar-benar telah dirasakan
artinya, bank menjadi instrumen vital bagi upaya pendanaan mulai lingkup keluarga
sampai dengan lingkup suatu negara.

Perlindungan sendiri secara harfiah mengandung arti tempat perlindungan atau
dalam hal (perbuatan melindung), dan terkait dengan kata hukum, dapat ditafsirkan
disini bahwa hukum adalah sebagai tempat berlindung, yaitu tempat berlindung bagi
nasabah penyimpan dana terhadap resiko disuatu hari yang dihadapi oleh bank yang
bersangkutan. Untuk itu kepentingan nasabah atas segala hak dan kewajibannya tidak
terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku dan terlindungi oleh hukum, karena
dalam suatu negara hukum, perseroan sebagai pribadi mendapatkan perlindungan.

Beberapa ketentuan peraturan yang mengatur masalah perlindungan hukum
terhadup nasabah penyimpan dana, yaitu:

A. Ketgnjyap, menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Penetapan Undang-undang perbankan di satu sisi dimaksudkan untuk

melindungi kepentingan masyarakat khususnya simpanan nasabah, sedangkan
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disisi lain dimaksudkan untuk mencegah dilakukan kejahatan di bidang
perbankan oleh semua pihak yang terkait dalam usaha bank.

Berlakunya asas kepercayaan bagi hubungan antara bank dan nasabah
penyimpan dana memberikan cin bagi hubungan tersebut sebagai suatu hubungan
kepercayaan. Selain itu, berlaku pula asas kehati-hatian yang harus diterapkan
oleh setiap bank dalam melakukan kegiatan usahanya yang secara implisit
ditafsirkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menghendaki atau
menempatkan hak-hak nasabah penyimpan dana harus diutamakan.

Dijunjung tingginya prinsip kehati-hatian oleh Undang-undang No. 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, tentunya demi melindungi nasabah penyimpan dana. Undang-undang
i juga menjunjung tinggi hak nasabah penyimpan dana pada saat terjadinya
likuidasi bank.

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah

penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1) perlindungan secara implisit (/mplicit Deposit Protection), yaitu perlindungan
yang diperoleh melalui :

a) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (Undang-undang
No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992
Tentang Perbankan);

b) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang
efektif, vang dilakukan oleh Bank Indonesia;

¢) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada
khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;

d) memelihara tingkat keschatan bank;

¢) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

f) cara pemberian kredit yang tidak merugikan hak dan kepentingan
nasabah,

g) menyediakan informasi resiko pada nasabah.

2) perlindungan  secara eksplisit (Explicit Deposit  Protection), yaitu
perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin

simpanan masyarakat (Marulak Pardede, 1998:136).
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Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh
pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya
kebangkrutan bank yang diawasi. Perlindungan secara eksplisit adalah
perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan
masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut
yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank yang gagal
tersebut.

Undang-undang perbankan, hanya mengatur perlindungan secara implisit.
Perlindungan kepada nasabah dalam undang-undang tersebut pada dasamya tidak
dapat dipisahkan dengan upuya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu
lembaga pada khususnya dan perlindungan sistem perbankan pada umumnya.

Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tanggung jawab
dalam persaingan dunia perbankan yang semakin ketat dewasa ini, hanyalah bank
yang mampu menjaga kesehatan usahanya dengan baik. Suatu bank yang tangguh
dan schat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan
masyarakat kepadanya, dan bank yang schat dengan sendirinya akan sangat
mendukung terbentuknya sistem perbankan yang baik.

Upaya menjaga kelangsungan usaha bank, Undang-undang No. 10 Tahun
1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan terscbut, Bank Indonesia
menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek
permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas,
solvabilitas, dan aspek lainya yang berhubungan dengan usaha bank.

. Ketentuan  Menurut Undang-undang No.l Tahun 1995 Tentang Perseroan
Terbatas;

Bank sebagui suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan
Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan, dengan demikian harus tunduk kepada ketentuan-
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ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT),
yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1995.

Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT), Bab IX

Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas dan Likuidasi, dalam pasal 114

ditegaskan bahwa Perseroan Terbatas bubar karena

1)
2)

3)

keputusan RUPS,

jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah
berakhir;

penetapan pengadilan.

Pasal 115 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 menegaskan bahwa

pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (pembubaran
perseroan yang diputuskan oleh RUPS) diikuti dengan likuidasi oleh likwidator.
Dalam pasal 117 ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan

perseroan atas dasar

1)

2)

3)

4)

permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar
kepentingan umum;

permohonan | (satu) orang pemegang saham stay lebih yang memiliki
paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah;

permohonan  kreditur berdasarkan alasan, Perscroan tidak mampu
membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan
perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan
pailit dicabut; atau

memberitahukan kepada Menteri.

Pasal 118 Undang-undang No. | Tahun 1995, disebutkan bahwa dalam hal

perseroan bubar, likuidator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

wajib

1)

mendaftarkan dalam daftar wajib perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21;

mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan

memberitahukan kepada Menteni.
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Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
belum dilakukan, bubamya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal
likuidator lalai mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka
likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
pihak ketiga,

Pasal 119 Undang-undang No. 1 Tahun 1995, disebutkan antara lain bahwa
dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan
hukum kecuali diperlakukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses
likuidasi. Tindakan Pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat | diatas,
meliputi :

1) pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
2) penentuan tata cara,
3) pembayaran kepada kreditur;
4) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham,
5) tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan.
. Ketentuan Menurut KUH Perdata,

Menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan
bahwa tiap perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Apabila pihak bank dalam mengelola
usaha bank salah mengantisipasi sehingga kredit yang diberikan kepada debitur
macet dan merugikan deposan karena vang yang diberikan kepada debitur
bermasalah, maka pihak bank harus mengganti vang yang dititipkan deposan
kepadanya.

. Ketentuan Menurut KUH Dagang;

Bank yang dilikuidasi oleh pengadilan, maka bank tersebut terlebih dahulu
akan dinyatakan pailit sesuai dengan KUH Dagang, dan penyelesaian kewajiban-
kewajiban bank tersebut akan berpedoman pada Undang-undang tersebut.
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Berdasarkan ketentuan KUHD, pada bagian ketiga tentang perseroan
terbatas, dalam pasal 45 ditetapkan bahwa tanggung jawab pengurus adalah tidak
lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan
sebaik-baiknya, merekapun karena segala perikatan perseroan, dengan diri sendin
tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu, apabila mereka melanggar
sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian
diadakannya mengenai syarat pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah
diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri tidak
terikat kepada pihak ketiga. Tetapi apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan
dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat
vang karenanya telah di de-ita oleh pihak ketiga, maka mereka itupun masing-
masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Pasal 47 KUHD menegaskan, bahwa apabila bagi para pengurus tcmyata
bahwa perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya,
maka hal itu harus mereka umumkan dalam register yang diselenggarakan untuk
itu di kepaniteraan pengadilan negeri dan dalam Berita Negara. Jika kerugian itu
sebesar tujuh puluh persen, maka perseroan ity demi hukum bubar, dan para
pengurusnya adalah dengan diri sendiri sccara tanggung menanggung
bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan
vang telah mereka adakan semenjak turunnya modal itu telah atau harus
diketahui.

Ketentuan Menurut Undang-undang Kepalitan.

Bab kesatu tentang kepailitan, bagian kesatu ditegaskan, bahwa setiap
berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya,
dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang
atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.
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Selanjutnya bagian kedua pada pasal 19 Undang-undang kepailitan meliputi
seluruh kekayaan si berutang pada pemyataan pailit, beserta segala apa yang
diperoleh selama kepailitan.

Dinyatakan pailit, maka si berutang demi hukum kehilangan haknya untuk
berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula
hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit.

7 Ketentuan Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
ditegaskan dalam Bab I11 tentang hak dan kewajiban, bagian kesatu diatur hak
dan kewajiban konsumen yaitu dalam pasal 4 dan pasal 5. Bagian kedua mengatur
tentang hak dan kewajian pelaku usaha yang terangkum dalam pasal 6 dan
pasal 7.

Pada Bab X mengatur masalah penyelesaian sengketa, dalam pasal 45 diatur
tentang konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha baik itu melalui
pengadilan maupun diluar pengadilan. Gugatan atas pelanggaran pelaku ysaha
dapat dilakukan oleh secorang konsumen, sekelompok konsumen, lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat maupun instansi dan/atau

pemerintah, hal ini diatur dalam pasal 46.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai benkut
|. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada saat ini tclah
dilindungi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999,
tentang Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
Yang dilakukan bank dalam melindungi para nasabah adalah mencatat dan
menyimpan semua data-data keuangan para nasabah dengan baik, serta wajib
merahasiakan mengenai hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank.

[}

4.2 Saran
Saran yang dapat disumbangkan adalah :
|. Lembaga asuransi deposito atau lembaga penjamin simpanan yang sudah ada
sejak tahun 1973 sebaiknya diefektifkan kembali pelaksanaannya, Hal ini karena
lembaga tersebut sangat berperan sekali terhadap pengembalian dana simpanan
nasabah bank yang dilikuidasi.

T

Bank Indonesia schagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia mempunyai
peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah
tidek mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia
diharapkan secara lebih akuf lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk
mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang

beroperasi di Indonesia.
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FERATURAN PEMERINTAI RETUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 199D
TENTANG ]
FENCABUTAN 1ZIN LISAHA, FEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK

PRESIDEN REPUBLIK INDIGNLESIA,

pahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang [Perubahan Undang-undang Nemor 7 tentang
Ferbankan, perlu dilakukan penyesuaian  kelentuan  fentang

pencabutan izin usaha, pembiubaran dan likuidasi bank;
buhwa agar pelnksanann likaicdasi Bank dajat dilakukan dengan

lebih efisien, maka kelentuan lentang pencabutan izin usaha,

pembubaran dan likuidasi bank perlu disempurnakan;

Lihiwa sehubungan dengan ity dipanclang perlu untuk mengatur
kembali pencabidan izin usaba, pembubaran dan lkuidasi bank

cdengan Peraluran Pemerintaly;

Pasal’ 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1345;

Undang-undang Nemor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Megara Momor Z865);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tenlang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3472) sebagaimnna lelah cdiubah dengan Undang-
undang Nomov 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-undang Nomor 20 Tehun 1992 tenlang Perkoperasinn
(lembaran Negien Tahun 1992 Nomor 116, Tamkahan Lembaran
Megara Nomar 3502);

5. (lndang ..
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Undang-undang Nomar 1 Talun 1995 tentang  FPersercan
Terbalas (Lembaran Negara Tahun 19895 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3587),;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAIT TENTANG FPENCABUTAN 1ZIN USAHA,
PEMBUDARAN DAN LIKUIDASI BANEK,

BAD T
KETENTLIAN UMLUIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerinian ini yang dimaksud dengan ;

3

t

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakynt sebagai-
mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana felah diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998,

kantor Cabang Dant Bank Yang Derkedudukan Di Luar Meger
ndalah kantor cabang bank yang didivikan berdasarkan hukum

nsing dan berkantor pusat di luar nezeri;

Kreditur adalah seliap pihak yang memiliki piutang atau tagihan
kepada bank, termasuk nasabah penyimpan dana;

Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan
kewajiban bank scbagai akibal penesbutan izin usaha dan

pembubaran badan hukum bank:

Tim Likuidasi adalab suatu lim yang bertugns melakukan lkuidasi
bank yang dicabut 1zin usahanya;

Rapal Umum FPemegang Saham, dircksi dan dewan komisaris
adalah organ dalam perseroan lerbatas atau organ serupa dalam

koperasi dan perusahaan daerah,

BABII ...
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DAB 11

PENCABUTAN I1ZIN USAHA DAN PEMBUBARAN

(1)

(2)

(1)

BADAN HLUKUM

Pasal 2

Bank wajib memelibava tingkal keschalan bunk sesuai dengan
kelentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualilas manajomen,
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang
berhubungan dengan usahia bank dan wajib melakukan usaha

sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya,
bank wajib menempuh carn-carn yang, tidak merugikan bank dan
keperdingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada

bank.

fank Indonesia melakukan penibinaan dan pengawasan terhadap
bank dengan menempub upaya-upaya yang bersifal preventif

maupun represif.

Pasal 3

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usahanyn, Hank Indonesin  dapal  melakukan

tincdakan agar:
a. pemegang saham menambah maoslal;

b. pemezang snham menggunti dewan kamisaris dan atau direksi

bank;

c. hank menghapushukukan kredit atau pembinyann berdasarkan
prinsip syarinh yang macet dan memperhilungkan kerugian

bank dengan modalnyn;

d., Tunk..
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(3)

(1)

PLHESIDERN
REFPLIIL T IMDONE S1A

:

d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank Inin;

e. bank dijunl kepada pembeli yang bersedia mengambil alih

seluruh kewajiban;

f. bank menyerahkan pengelolann  seluruh  atau sebagian
kegintan bank kepada pihak lain;

g. bank menjual scbagian atau seluruh harta dan alau kewajiban

bank kepada bank atau pihak lain,

Apahila ;

a. tindakan schagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup
untuk mengalasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau

b, menutil penilainn Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat
membaliayakan sistem perbankan, Fimpinan Bank Indonesia
dapat mencabul izin usaha bank dan memerintahkan direksi
bank untuk segera menyelenzgarakan Rapal Umum Pemegang
Saham guna membubarkan badan hukum bank dan mem-

bentuk tim likuidasi,

Dalam hal diveksi bank lidak menyelenggarakan Rapal Umum
Femegang  Saham  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat (2),
Pimpinan Dank Indonesin meminta kepada . pengadilan untuk
mengeluarkan penclapan yang berisi pembubaran badan hukum
bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah  pelaksanaan
likuidasi sesuai dengan peraturan perandang-undangan yang

herlakii.

Fasal 4

Fencabutan izin uzaha bank dilakukan oleh Pinpinan Bank

Indonesta,

(2) Sejak ...
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(2) Sejnk tanggal pencaludan iz usabiag diveksi dan dewan komisaris

dilarang melakukan perbuatan hukam berkaitan dengan asel dan
kewajiban bank, kecuali atas perselujuan dan atau penugasan
Dank Indanesia dan uniuk :

a. pombaydacan gaji pegcawal yang lerutang:

=
I 1 f o A A
b pembayaean binya kaotor fif '

c. pembayaran kewajilan hank kepada nasabal penyimipan dana

dengan menggunakan cdana lembaga penjamin simpanan.

-

,
i e

'nsnl &

¥ " T L e an
(1) Direksi bank yang dicabul izin usabanya wajib menyelengzarakan
it ifonbin
Rapal Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran
hadan hukwn bank dan pambentukan Tim Likuidasi, selambat-
lambatnya dalam waktu 60 f(enam pulub) havi sejak tangzal

pencabutan 1zin usaha;

(2) Calon angzota Thn Likuicdasi selbagaimana dimaksud dalam ayal
(1) wajib Adevlehilh dalwlu memperaleh  persctujuan Bank

Indanesia,

I'asnl G
Apnbila Bapal Do Penegaazg Saham fidak dapat diselenggarakan
dalne jangki wakto sebagaimang dinaksnd dalam Pasal 5 oayat (1),
alan  dapat cisclengmamkan namun ticlak  berbasil memuluskan
pembubaran badan hukum back dan pembentukan Tim Likwidasi,
Pimpinan  Bank  Indonesia  meminti kepada Pengadilnn untuk

wle y f 1 L
mengeluarkan penctapan yang berisi

A, pombubwean bacan hukom Mk,

b penunjukan ..
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penunjukan Tim Likuidasi;

perintah pelaksananan likuidasi sesual dengan kelentuan dalam

Peraluran Pemerintah ni;

perintah agar Tim Likwidasi mempertanggungjawabkan pelaksa-

naan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 7

Susunan anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 5

dan Pasal 6 terdiri atas:

(1)

pikak lain yang bukan anggota dircksi, dewan komisaris atau
pemegang saham; atau

campuran antara pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dengan salu alau beberapa anggola direksi, dewan komisaris
alay pemegang saham sepanjang jumlah anggota direksi, dewan
komisaris atau pemegang saham tersebut tidak melebihi ‘l!‘?; {sntu

pertign) davi jumlah anggota Tim Likuidasi.

I'asnl 8
Kepulusan dan penctapan pembubaran badan hukum bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Fasal 6 wajib :

a. didaftarkan dalam Daftar  Perusahaan dan di  Fanitera
Pengadilan Negeri yang melipuli tempal kedudukan bank yang

bersanghkutan;

b. diumumkan dalam Berita Negara Rcpublik Indonesia dan 2

(dun) sural kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
¢, diberitahukan kepada instansi yang berwenang,

oleh Tim Likuidasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhilung

sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi,

(2) Pengumuman ..,
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(2) Pengumumun sebagaimann dimaksid dalam ayat (1) memual
puda pernyalivan bahwa seluruh havta kekayaan bank dalam
likuidas: berads dalam langgung jawab dan pengurusan Tim

Likuidnsi.
Pazal 8

Pergawasan  alas  pelaksanaan pembubaran badan hukum  dan

likindast bank dilakukan aleh Bank Indoncsia,

BAEB 111

LIKUITDASI 5"/(

Pagal 10

(11 Pelaksanaan Likwidas) bank cilnkukan ole

{2) Dengan lerbentuknya Tim  Likuidasi, Tawah  dan

teina g
kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan aleh Tim Likuicasi,
(3) Talam  melaksanakan  tugasnya  Tin  Likuidasi  berwenang
mewnkill bank dalam bkuidasi dalam segula hal yang berkaitan

dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank lersehut,

Pasal 11.

(1) Sgjak terbentuknya Tim Likuidasi, diveksi dan dewan komisaris
menjadi non akiif, dan berkewajiban untuk seliap saal membantu
memberikan sesabn data din informast yang cdiperlukan oleh Tim
Likuidasi.

{2) Sebelum likwidasi selesai, anggota dircksi dan anggota dewan
komisaris bank yang bersangkulan tidak diperkenankan untuk

mengundurkan dirn, kecuali dengan perselujuan Bank lndonesia,

Misal 12
(1) Pelaksnnnan likuidasi bank wajib disclesaikan  dalnm jangka
wakiu paling lambat 5 (lima) tahun terbhitung sejak tanggal

dibentuknya Tim Likiielasi,

(2) Talam ...
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(1)

(2)

(3)
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. P

Dalam hal Jikuidasi bank tidak dapal disclesaikan dalam jangka
wakt sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta

bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.

Pasal 13
Dalam melnksanakan tugas dan wewenangnya angzola Tim
Likuidasi dilarnng memperoleh keuntungan untuk diri sendiri,
Anggatn Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila
dalnm melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana

dimnksud dalam ayat (1),

Pasal 14

Untuk kepenlingan harta bank dalam likuidasi Tim Likuidasi
dapal meminta pembalalan kepada pengadilan atas segala
perbuatan hukum bank yang mengakibatkan kerugian harta
bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum
pencabutan izin usaha,

Pembatalan tersehut hanya dapat dilakukan apabila terbukti
bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, bank yang
bersangkutan dan pihak lain dengan siapa perbuatan hukum itu
dilakukan mengetahui atau  sepatutnys mengetahui bahwa
perbuatan hukum fersebut akan mengakibatkan kerugian bagi
harta bank tersebudt,

Dikecualikan dari kelentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah perbuatan hukum bank yang b¢rsnngkutan yang wajib

dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 15

Dalam hal anggola Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 5

ayat (1) dan Pasal G karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas

dengan baik dan alau terbukti melnkukan pelanggaran terhadap

keteniuan ...
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ketentuan perundang  undangan  yang  berlaku, Bank Indonesia

memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggaatinya.

Pasal 16

Likuidasi bank dilakukan dengan cara

a,  pencairan harla dan alan penagiban piutang kepada puea debitur,
diikuti dengan pembayavan kewajiban bank kepada para kreditur
dari hasil pencairnn dan atau penagilian lersebul, atau

b, pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pikak lain

yang diselujui Bark Indaonesia,

Masal 17

(1) Pembaynran  kewajiban  kepacda  parn kreditur  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 edilakukan setelab dikurangi dengan gaji
pegawal yang terutang, hiaya perkava-di pengadilan, biaya lelang
yang torutang, pajak yang leralang yang berupa pajak bank dan
pajak yang dipungul vleh bank  selaku pemntong/ pemungut
paink, dan biaya kanlov.

(2) Sisn dann hasil pencairan harta dan atau penagilan piutang
kepada debitur sctelah dikurangi dengan pembayaran sebagai-
mana dimaksud dalam ayal (1) cibayarkan secara berurutan
kepada kreditur:

a. nasabali penyimpan  dana, yang jumlah pembayarannya
ditetapkan oleh Tim Likuidasi,
b lainnya.

(3) Dalam hal tewdapal lembaga yang dalam kedudukannya mem-
hayar terlebib dallu sebagian atan selurub hnk nasabah penyim-
pan cana, maka kedudukan lembaga terschid mengzaniikan
kedudukan nasabnh penyimpan dann,

(4) Setelal pelnksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih
terdapal  kelehilian  harta, Tim Likeidasi membazikan  =isn

dimnlesud kepada para penegnng sahan secarn pro caba,

{5) Tagilinir.
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Tagihan yang timbul sclelah proses likuidasi dapal diajukan

terhadap sise hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham,

Pasal 18

Segaln binya yang berkailan dengan likuidasi dan tercantum
dalam Daftar Biaya Likuidasi menjadi beban harta kekayaan bank
dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil

pencairan yang bersangkutan,

Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam
biaya scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan

berpedoman padn ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia,

Prsal 19

Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1),
Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidesi guna
dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertangzzungjawabkan
kepaca Rapat Umum Pemegang Saham,
Dalam hal neraca nkhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesin,
dan Rapat Umum Pemegang Saham lelah menerima perlangung-
Jawaban Tim Likuidasi makn Rapat Umum Pemegang Saham :
a. meminta Tim Likuiclasi :
= mengumumkan berakhirnya likuidasi dan persercan
dengan menempatkan dalam Berits Negara Republik
Indonesia dan dalam surat kabar harian yang mempunyai
peredaran luas,
- memberilahukan kepada instansi yang berwenang;
- memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan
Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebul
dicore! dari Daltar Perusahaan;

b, membubarkan Tim Li kuidasi.

Pasal 20 ...
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Pasal 20
(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasackan FPasal G, Tim
Likuidasi  wajib  menyusun  Neraca Akhir  Likuidasi guna
dilaporkan dan dipertanggungjawalbkan kepada Bank Indonesia,
(2) Dalam hal Bank Indonesia menerima pertanggunginwaban Tim
Likuidasi, maka Bank Indonesia
a. meminta Tim Likuidasi ;

- mengumumkan berakhiraya likuidasi dan  perseroan
dengan menempatkan dalam  Beritn Negara  Republik
Indonesin dan  dalam  surat kabar yang mempunyai
peredaran luas;

- memberilahukan kepadn instansi yang berwenang;

- memberilahukan kepada Departemen Ferindustrian dan
Perdagangan azar nama badan bukum bank lersebut

chicoret dari daftar perusahaan,

b. membubarkan Tim Likuidasi,

Pisal 21

Status bacdan hukum bank yang dilikwidasi hapus scjak tanggal
pengumuman bevakhirnya lkuidasi dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (Z) dan Pasal

Z0 ayat (Z)

BAB IV
PENCABUTAN TZ2IN USAHA KANTOR CABANG DANK
YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Fasnl 22

(1) Bank Indonesia mencalul izin usaba Kantor Cabang [ari Dank

Yang Berkedudukan [0 Luar Megen dalam hal

a. kanlor ...
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a. kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan ying
membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem

perbankan:

b. kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan

kantor pusalnya;

¢. izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan
atan dilikuidasi oleh otorilas yang berwenang di negara

sclempal.

Pencabulan izin usaha kantar cabang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan
olorilas negava asal, seria diumumkan dalam surat kabar harian

yang mempunyal peredaran luas.

Dalam hal Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar
Negeri dicabul izin  wsahanys karena  hal-hal sebagaimana

dimuksud dalam ayat (1) berlaku kelentuan schagai berikul :

n. selurub havta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan

untuk pembayaran selurub kewajibannya di Indonesia;

b. kantor pusal bank yang bersangkutan berlanggung jawab atas

pemenuhan kewajiban kantlor cabangnya di Indonesia.

Dalam melnksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1), DBank Indonesin membentuk Tim Penyelesai yang
memiliki hak, kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim

Liknidaasi,

Datas waktu  penyelesaian  kewajiban scbagaimana  dimaksud
calam ayat (3) bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan

Di Luar Negeri yang dieabut izinnya karena :

n, alpsan sebagnimana dimaksud dalam aynt (1) huruf a dan
huruf b, ditentukan oleh Bank Indonesia dan paling lambat 2

{clua) tahun scjak terbentuknya Tim Penyelesai; dan

b. alasap ...
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b, alasan sebagnimana dunaksud dalam ayatl (1) hurul ¢, paling

lambatl 5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai,

(6) Batas wnktu penyelesainn kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayal (3) bagi Kanlor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan

Di Lunar MNegeri yang clicabut izin usahanya karena :

a. alasan schagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan

huruf b, paling lambat 2 (dua) tahun;

b. alasan schagnimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢, paling
lambat 5 (lima) tahun,

sejnk terbentiuknya Tim Penyelesai,

nAB v
KETENTWAN PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pemegang saham, anggota dewan komisaris alau pengawas, angzota
dircksi dan pejabal lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang
turut serfn mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan
tindakan-tindukan  yang menycbabkan keadaan hank yang
bersangkiutan memburuk schingza dicabut izin usahanya, yang telah
melanggar kelentuan dalum Peraturan Pemerintah ini, diancam
dengan sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur
dalam Pasal 49, Tasal ﬁﬁ, Pasal 50A, Masal 52 dan Fasal 53 Undang-
undang Momor 7 Talun 1992 tentang Perbankan scbagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,

DAB VI ..
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BAR VI
KLTENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup
untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi
tersebut maka  kekurangannyn wajib dipenuhi oleh anggota
direksi dan anggota dewan komisaris serla pemegang saham yang
turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadap
oleh bank alau menjadi penyebab kegagalan bank.

Dalam hal diveksi bank yang dicabul izin usahannya tidak
bersedin melaksanakan lugas dan kewajiban berkaitan dengan
pencabulann izin usaha bank, atau direksi dalam keadaan tidak
hadir, maka fanpa mengurangi tanggung jawab direksi yang
bersangkutan, untuk kepentingan nasabah penyimpan dana Bank
Indonesia  membentuk  Tim  Tengeloln  Sementara  untuk
menjalankan fungsi dircksi sampai dengan terbentuknya Tim

Likuiclasi.

Miveksi yang lidak bersedia melaksanakan tugas dan kewsjiban
berkaitan  dengan  pencabutan izin usaha, pembubaran dan
likuidasi bank, alau yang dengan sengaja tidak hadir sebagaimana
dimaksud dalam ayal (1), dapal dikategorikan telah melakukan
pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini, dan dapal
dikenakan ancaman pidana dan sanksi administeatif sebagaimana

lercantum dalam I'azal 23,

I'isal 25 [

Pelaksanaan likuicdasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan
diserahikan kepada badan khusus yang bersifal sementara dalam

rangka penychatan perbankan berdasarkan kelentuan Fasal 37A

Undang- ...
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Undang-undang Nomer 7 Tahun 1992 lentang Ferbankan
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-undang MNomor 10

Tahun 1998, tctap mengikuti  kelentuan dalam  Peraturan

Pemerinlah ini.

Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha atas bank-bank
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan rekomendasi
dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka

penyehatan perbankan.

Apabila dalam rekomendasi untuk pencabutan izin usaha bank
schagaimana dimaksud dalam ayat (2), badan khusus telah
menyalakan bahwa selurub aset dan kewajiban bank yang
bersangkutan telal disclesaikan oleh badan khusus, maka dalam
mencabul izin usaha yang bersangkutan Bank Indonesia sekalizus
memerintabkan kepada badan khusus untuk bertindak atas nama
Rapal mum Pemegang Saham membubarkan badan hukum hank
dan selanjutnya mengumumkannya dalam Derita Negara Republik

Indonesia.

Pazal 26

Dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan
hukum bank atas keinginan sendiri, pembubnaran tersebul hanya
dapat dilakukan sctelah pencabutan izin usaha olch Bank

Indonesia,

Pencabulan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapatl dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang
bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh

kreditur,

Pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib didaftarkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

BATL VI ...
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BAE VI
KETENTUAN FLRALUTAN

Pasal 27

Segala ketentuan dalam Peraluran Femerintah ini berlaku juga bagi
bank-bank yang lelal dicabut jzin usahanya dan sedang dalam proses

likuidasi pada langgal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAD Y
KETENTUAN PENUITUP

Pasal 28

Ketentuan lebil lanjul yang diperlukan bagi pelaksanaan pencabulan
izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan

Pemerintal ini diatlur Bank Indeonesia.

Pasal 29

Dengan berlukunya FPeraturan FPemerintalh ini maka Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 1926 lenlang Ketentuan dan Tata Cara
Fencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana
lelaly divlbah dengan Peraturan Temerininh Momor 40 Tahun 19927

clicabut dan dinyatakan tidak berlaku lazi.

Tasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulni berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar ...
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I'ENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN

DAN LIKUIDASI BANK

umMumM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Ferubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 lentang [Perbankan, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan
likuidasi bank., Penyesuaian dimaksud diperlukan antara lain karena berdasarkan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 lerscbul kewenangan pemberian dan
pencabutan izin usaha bank yang semula ada pada Menleri Keuangan dialihkan

kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Di samping penyesuaian ‘ketenluan-kelentuan karena adanya perubahan Undang-
undang dimaksud, agar pelaksanaan likuidasi bank dapal berjalan secara lebih efisien,
diperlukan penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai

pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidas: bank.

Mengingal bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya kepada masyarakal, maka kelangsungan hidup bank sangat
tergantung pada dina masyarakal yang ditilipkan kepadanya, Dengan demikian
merupakan hal yang wajar apabila terhadap bank yang dicabul izin usahanya dan
dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana
kepada masyarnkal penyimpnn dana, tanpan mengabaikan pembayaran kewajiban

kepacla pikak-pihak lainnya,

Penjelmaan ...
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Penjelmann dari maksud untuk mengutamnakan kepentingan nasabah penyimpan duana
dan menjaga kestabilan moneler menyebabkan bank merupakan badan usaha yang
memilikt karvakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumya.

Sebagaimana diketahui bahwa bank pada umumnya berbentuk perseroan terbatas,
maka Peraturan Pemerintah ini memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi
dan  komisanis  bagi penyebulan organ badan hukum bank. Sekalipun demikian,
novma yang berlaku hagi organ-organ lerscbut dalam Peraturan Pemerintah ini dan
peraturan pelaksanaannys harus diartikan berlaku pula bagi lembaga setara dalam

badan hukum bank Ininnya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.
PASAL DEMI FASAL

Pasal 1

Angkn 1

Cukup jelns
Angka 2

Cukup jelas
Angka 3

Cukup jelas
Angka 4

Cukup jelns
Angha 5§

Cukup jelns
Ahgka 6

Cukup jelas
IP'nsal 2
Aynt (1)

Vang dimaksuc dengan asel adalah aktiva atan kekayaan bank,

Ayat (2) ..
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Ayat (2}

Mengingal bank dalam kegiatan usahanya pada umumnya menggunakan
dana masyarakat yang dipercaynkan kepndanya, maka dalam memberikan
krecit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah dan melakukan
kegiatan usaha lainnya bank wajib melakukannya secara profesional dan

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian agar dans masyarakat yang

dipercayakan pada Bank dapat dikelola dengan baik.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}

Cukup jelas

Paszal 4
Ayat (1)

Peneabutan izin usaha dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan
kelenlunn Pasal 37 ayal {(2) can atau Pasal 52 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Ferbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1‘5_98.

Fencabutan izin usaha lersebut diikuti .dcngﬂ.n pembubaran badan
hukum bank oleh Rapat Umum E‘cmc:g,nng Saham atau melalui penetapan

pengadilan, dan untuk selanjutnya dilikuidasi,

Ayat (2) ..
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Ayal (Z)

Cukup jelas

Prsal 5

Ayal (1)
Pemlbwbaean Padan hokum bank dimaksud dilakukan oleh lembaga
fectingei dalpm hacan hukum yang bersangkutan. Sebagal contoh,
lewbsiga lertinggl  untuk  Perseroan Terbatns adalah  Rapal Umum
Pemegang  Saham, sedangkan untuk badan hukum Koperasi, lembaga
tevlingei ndalnh Rnpal Anggota.

Ayal (2)

Cukupr jelus

Pasal G

Cukup jelns

Fasal 7
Pihak Iain yang ditunjnk sebagni angzoeta Tim Likuidasi dapat merupakan
skl alili hakom, abli kempuber dan atay ahli di bidang lainnya yang aral

Rattannyn dengan pelaksanaan likuidasi bank,

Pembialnsan jumloh angeola diveksi, dewan konnsans dan pemegzang saham
yang Doleh menjadi anggota Tim Likuidasi, dimaksudkan untuk menjaga

chyeklifitng pelaksunann Ikuidasi,

Pasal § ...
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Pasal B
Ayal (1)
Kewajiban  penguniiman pada Bank Perkreditan Rakyal dapat pula
dilnkukan dengan carn lnin yang memungkinkan masyarakat selempal
dapat mengetahui pencabutan izin usaha levsebut, sepert ﬁcncmpalan

pengimuman pada kanlor kecamalan,
Ayal {2)

Cuknp jelas

Pasul 8
——-Pungsi pengawisan  liknidasi olell  Bank Indonesia dimaksudkan untuk

memantan pelaksannan  likuidasi agar tidak menyimpang dari peraturan
perundang-undangan yang berliku, .

Fasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayal (2}
Cukup jelns
Ayal (3)
Cukup jelas

Fasad 1]
Ayat (1)
selelah T Likuidasi fecbentuk, anggola direksi. dan angzota dewan
komisaris tidak lagi wenjalankan fungsinyn sesuai dengan jabatannya
lersell,
Ayal (2]

Cuking jelis

Pasal 12 ..
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Ayat (1)

Cukup jelns

Ayat (2)

vang dimaksud dengan lelang acdalah lelang yang diselenggaral

melalui kantor lelang alan lembagn Iain sesuai dengan kelentuan y

Lerlnku,

Ayat (1)

Sulnh satu bentuk melaksanakan lugas dengnn memperoleh keuntung
itk divi sendivi adnlah membeli harta kekayaan bank dalam likuie
untuk kepentingan sendivi, keluarganya, dan atau kelompoknyn.

Dalam pengeetian memperoleh keuntungan untuk dini sendiri, terma
Jugn apabiln anggota Tim Likuidagi melakukan transaksi yang didalan
levdapnt benturan kepentingan (conflict of inlerest) antara bank dal

Likiielasi dan anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan,

Ayat (2)

Pertanggunginwaban Tim Likuidasi secara pribadi dapal diminia dal
hal menurul penilaian  Dank Indonesia sclaku pengawns ferda
pelanggaran lerhadap larangan memperoleh keuntungan untuk ¢
sendlict, Untuk itn diperlukan  bukti-bukti yang mendukung adn
tindakan pelanggaran alau penyimpangan ulur]h Tim Likuiclasi
beraangkutan.

Perlanggunginwaban  secnra pribadi  tersebut antara  lain ben
pengembalian selurull kennlungan yang telah diperolehnys kepada by

dalam hikudaszi

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2
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Aynt (2)

Yang dimaksud dengan “pihak denzan siapa perbuatan itu dilakukan”

ditlam ketentunn ini, lermasuk pilak untuk kepentingan siapa pegjanjian
tlersebul dindakan,

Ayat (3)
Fevhuatan yang wajib didakukan berdasarkan Undang-undang misalnya

Fewajiban pembayavan pajak.

Pasal 15
Kewepangan Bank Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti anggota
Tin Likubdast diberikan dalam kedudukannya selaku pengawas likuidasi.
Apabile dalam pelanggaran tevhadap ketentuan perundang-undangan yang
dilakukan oleh angzofln Tim Likuidasi lersebut terdapat dugaan adanya unsur
lindak pidana, maka akan diproses lehilt lanjut sesual peraturan perundang-

undanzan ynng berloku,

Pasal 16

Cukup jelas

Fasal 17
Ayal (1)
Pajnk yang lerutang dalam hal ini hanya meliputi pajak bank dan pajak

yang dipungul alel bank vang bersangkutan dalam kedudukannya selaku

pemitngit pajak dan alan pemolong .r.ln.jnk. Dalam kelompok ini tidak
fermasuk dana Negava yanyg berasal davi pajak yang disimpan oleh bank
[CTSC)SE.

Ving dimaksud dengan biaya lelang yang terutang adalah biaya lclang

yang tevindi sebelum pencabutan izin usaha bank.

Yang dimaksud dengan binya kantor antara lain adalah binya listrik, nir,

sewa gedung dan biaya pemehibaraan gedung,

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Termasuk dalam  nasabal penyimpan dana adalash deposan, giran,
penabung, bank, dan negara dalam kaitan dengan dana yang berazal elnrt

pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

Penetapan juminh pembayavan kepada nasabah oleh Tim Likuidasi, dapat
dilakukan atas dasar jumlah yang sama untuk setinp nasabah alau atas

dasar proporsional,

Dalam rangka pembayaran kewajilun kepada para kreditur, kreditur
pemegang hak gadai din Tk langgungan memiliki preferens atau hak
didahulukan khusus lerhadap harta bank dalam likuidasi yang dibebani
hak gndai ot hak tanggungan Jdimakaudd,

Ayal (3)
Pihnk yang dapal melakukan pembayaran terlebih dahulu ini antara lain
acdalah lembaga penjnmin simpanan yang dibentuk berdasarkan Pasal
370 Uhedang-unedang Nomor 7 Tabun 1092 tenlang Perbankan
sebngnimana lelah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998, namun  lidak lermasuk lembaga penjamin simpanan  yang
menggunakan skin asuransi,

Ayal {4}
Pembagian dimaksud termasuk pula tevhadap pemegang saham yang
memperoleh kepemilikan melalui bursa efek.

Ayal (3)
Tagiln seperti ini dapat fimbul apabila di kemudian hari ada kreditur
yang lidak tereatal nama dan alamatnya pada saal pemanggilan, letapi

dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukuyr jelas

Ayat (2) ...
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Ayal (2}
Selama proses liknidasi berlangsung, apabila dipandang perlu, Bank
ndonesia dapal mengubah  besarmya honor Tim  Likuidasi dengan

memperhndikan kondisi asel-asel bank yang dilikuidasi.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Fasal 20

Ayal 1)

Cukup jelas
Ayat (2}

Cukup jelns

Pnsnl 21
Cukup jelas

Pisal 22

Avat (1)
Yang dimaksud dengan izin usaha bagi Kantor Cabang Dari Dank Yang
Pevkedidukan 0 Luar Meweri adalal izin pembukaan kantor.

Ayal (2}
Cukup jelas

Ayal {3}
Havta kantor eabang dalam hal ini melipuli seluruh harta, baik yang aca
ci Indonesia maupun di luare negeri.,
Femenuhan  kewiajiban  kanlor cabang bank dimaksud merupakan
tanggung  jawab  ulama  dari kantor pusal cabang  bank }'nng;

lersnnghuatan,

Sejnk ...
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Sejak tanggal pencabutan jzin  pembukaan  kantor cabang yan
bersangkutan, tidak diperbolehkan adanya pemindahan dana ke kantc
pusatnya dan atau ke kantor cabang yang lain di luar negeri. Harta ban
hanya dapat ditarik ke kanfor pusat apabila selurub kewajiban kepic
kreditur di Indonesia telah lerpenuhi,
Dalam hal kantor pusat bank ynr;:.; bersangkutan dilikuidasi maka harl
kekaysan kantor pusal letap menjacdi jaminan pemenuhan kewajiba
kanlor cabangnya di Indonesia.

Ayat (4)
Tim Fenyelesai dalam hal ini adalah tim yang dibentuk di Indonesi
untuk pemenuhan kewajiban bank tersebut di Indanesia.
Tugas Tim ini antara lain mengurus harta kekayaan kanlor cabang yan
dicabut 1zin usahanyn,

Ayal (5)
Hak, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki ole
Tim Likuidasi schagaimane dialur dalam Peraturan Pemerintah ir
diperlukan bagi Tim Fenyelesai tertulama unluk keberhasilan tugasny
dnlam pelaksanaan ketentuan ayal (3) dalam proses penyelesaian seluru

kewajiban bank yang bersangkutan di Indonesia.

Ayat (G)
Huruf a
Fenetapan jangka waklu disesuaikan dengan’ keadaan bank da
kepentingan kreditur serta nasabah penyimpan dana.
Huguf b
Cukup jelas
Pasal 23

Dalam pengertian pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawa:
anggota direksi dan pejabal lainnya seria pegawai bank, termasuk pula manta:
pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggola direksi da:

pejabiat lainnya serta pegawai dari bank yang lelah dicabul izin usahanya da
difikuiclusi.

Pasal 24 |
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Ayat (1)

Ketentuan imi dimaksudkan untuk mendukung prinsip kehati-hatian
yang wajib dilaksanakan oleh bank.

Dialam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang
saham turul seeta menjadi penychab kesulitan keuangan yang dihadapi
bank alau menjacdi penyebab kegagalan bank, yang bersangkulan
berlanggung jawab penub  sccara pribadi turut serta  memenuhi
kewajiban bank terhadap nasabal dan kreditur lainnya. Gugatan alau
tuniutan kepnda anggota dircksi, anggota dewan komisaris dan atau
pemegang saham tersebut dapat diajukan oleh Tim Likuidasi, atau
pemegang saham yang memenuhi pg:rsynrutnﬁ tertentu  berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili bank,
Seluruh peralehan dari gugatan atau tuntutan Tim  Likuidasi atau
pemegang saham terhadap anggota direksi, anggola dewan komisaris dan
alau pemegang saham yang turut serla menjadi penyebab kesulitan
keuangan atau kegagalan bank menjadi milik bank dalam likuidasi dan

digunakan untuk memenuhi kewajiban bank dalam likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayal (3)

Dircksi dinngzap tedak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban
berkaitan dengan pencabulnn izin usaha, pembubaran dan likuidasi
bank, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal
pencabutan izin  usaha, dircksi yang bersangkutan tidak menunjukkan
upaya yang berarti uniuk mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya,
seperli penyusunan neraca penutupan, mempersiapkan penyelenggaraan
Rapal Umum Pemegnng Salam, pelaksanaan pembayaran kepada
nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana dari lembaga

penjamin simpanan,

Yang ...
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Yang dimaksud dengan keadaan fidak hacic acdalah apabila direksi bank
yang bersangkutan  tidak aktif lagi menjalankan fungsinys atau

keberadaannya lidnk diketahui,

Fasal 25

Aynl (1)
Untuk saat ini, badan khusus yang hevsifal sementara dalam rangkn
penyelintan perbankan yang dimaksud dalam ayat ini adalnh Badan
Penyeliatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Fresiden Momor 27 Tahun 1998 dan Peratluran Pemerintah Momor 17
Talun 1999,
Kriterin untuk penefapan bank-bank yang diserahkan Bank Indonesia
kepndn BPPN antara fain bank yang hersangkutan tidak memenuhi
ketentuan rasio Kewajiban Penyedinan Modal Minimum, atau bank yang
bersangkutan  mengalami kesulitan  likuidilas  schingga memperoleh
fasilitas pendanaan dari Dank nelonesia dan atau Pemerinfah, atau
dengan berdasarkan rekamendasi Komite Pengarah Rekapilalisasi Dank
Umum sebagaimana ditetapkan dengan Feraluran Pemerinlah Nomor 84
Tahun 1998 lenlang Program Rekapilalisasi Bank Umum dan ketentuan-
kelentuan pelaksanaannya, yang pada gilirannya dapat membahayakan
perekonomian nasional.

Ayal (2}
Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentunn Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1892
tentang, Perbankan sehagaimana telab diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998, ladan khosns ynng hersifal sementara dalam
rangka penyehalan perbankan memiliki kewenangan untuk mengambil
alib dan menjalankan segali hak dan kewenangan pemegany sahm

lermasik hak dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Sabam.

Pasal 26 ..
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Pasal 26

Ayl (1) dan ayat (2)
Peneabulan izin wusaha bank oleh Bank Indonesin dolam Pasal ini
dilakukan berdasnrkon permolionan para pemegang sahum,
Dadam ol ini paea pomegang salm barus menyampaikan bukti-bukl
bahwa selurub kewajiban bank kepacda keeditur sudal diselesaikan,

Ayal (3)
Pembubaran badan hukum alas kemginan sendivi para pemegang saham

i harus diputuskan dalam Rapat Umam Femegang Saham,

Pasal 27

Cukugp jelas

IMisal 28
Cukup jelns

Pisal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NLGARA REPUDLIK INDONESIA NOMOR 3831
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Uate Branch
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DATA RERENING BARLD f HOW ACCOUNT DATA

Ing [ Acoaunt fype Star Accobnt [ ] tippo Yunler*) Flussy™)
TAHAPAN Super Savings **) a SIN 5**)
abungan / Joint Account Ya / Yes Tidak / No
/ Card Type Lippabank Viza Election B ] Feta / Phata (] won Foto / Nan Photo

BATA PEROHOR / APPLICANT DATA

kap / Fall Name
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npetaka bisys administusl bulonan atas iekenliy, beberzpa jenis transaksl yang dilakukan Pemegang Rekening, penggantian buky, watkil, kirtu dan sehagabiyd, yang
nya ditentukan Bank dan weitu ke waiktu,

Berfian bungs sag) rebend YA o Dok bt St e Back ity by, jioosliche ) Tkkening dedrsnnalds 81 bawah minimum yang

atay bhefum genap sato belis/d |
u. Dalam hal diterbitkan laparan maka Famegang Reksming taniat
.mmnwggu setelah tanggal laporan disertal bukei-bukts

-_"-._-_-_-_--__‘.--_-
b m yang divedram-sleh Bank untuk
h

hart dam pengetorsn

magsikan taporan berkala mengenai kegiatan dan periitungan saide rekening kecuali bagi tabun
pads laporan tersebut kecuali Pemegang Rekening menyatakan eberatannya secara tertulls

dari eswning atad tiemsaind Lebnmya hanya dapat dilieyian dengan menggunakan buky stas
mlalul ATH. Tramuaksl dapat dilakuian pads hard kesls basi den seldma jam buka ki,
tan minkmal per han sebagaimara ditetaphan Bank

it
Al

ana dlanggap efektif jika teiah dibukuican Bank dalam rekening tersebut, — i #.?f F%"

fl rekening valuts asing dikenal kamisl yeng berlaky di Sank, dan [ika tidak tersedla mata uang sasual rekening maks-dapat dibayarkan mu‘luni lain.

thy penarlian Cins Cengin manggunaien math Wang berbecs deri rekentng skan dikonverglian dengan menggunakan kiry jusl yang sedang berlku i Bank pada harl kenvers),

WILE menglie manghredIthan #tay memIukshan p4dd TEKETING #1a1 Kinman yang ying dimaiiudlan bagi Pemrgang Rekening jiia ade brtidakjelasan atau kekelinisn dard
itarima Rank.

k ranolak melaksanakan transaksi yang diminta |ika menurut pertimbangan Bank tanda-tangan atau stempel yang tyrcantum tidak cocok dengan contoh/specimen yang ada
lsan ataw beterangan jaida waikat bidak jelas atau tidak lengkap, atau Bank meragukan hal-hal lalnmya atau karena rokening ditlokir atau dijaminian atau dalam sengheta.

U ymivh meneniuian stag pertimbanganryd sentli wntul menerima sty menolek melzkzansken prrmintaan tanislsl yang dilskukan berdassrkan pedanflan pemberkan kuasa
0 Baigning.

tus marjalankan transaiat yarg diterima Bank. vepanjang mencrut pertimbangan Bank ditandatangand sesuai dengan wpeciman pada Bank dan telah memanuhl ketentusn yang
n dljalanken oleh Bank tanps metakukan konfinmash lablh dulu kepada Pemegang Rekening.

rekanlng terfkat pach perintab transaksi yang tolal dibuat sehubungan dengan rokeningnya, dan tidek dapat memint kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah
clehiank, kalk sebaglan atau selurahnya. Dalam hal pengiriman uang. Bank hanya dapal membatalksnnys sepanjang talah diperaleh parsetujuan dar penerima dan.

m—immmwunmummnh-mpm;mmnmmutmmm-jwbnﬂhhmmmmlmun{m.ummmnm
jukhan beterangan waris alas aetetdgan wall dan alay dokomen Lain verkait, vemal dengen hulkue yang berlsiu

meimbabani pajak pengnasiian ates bunga yang diterima rekening, sarts pajak atau blaya lain yang divetaphan pihuk yarg bersansng tesusl dengan ketentuan yang berlaki.

ik dan talah dlber wewsenang untuk tu aleh Pemegang Rekening, untuk melakukan kareksl, mendebet atau melakukan hal {ain yang dianggap perly, atas rekening atau salde
Jika torjudi beielirunn tosneslal stau perhitungan stau kesalahan speraviongl, atau hal latm yang memerlukan konekal,

| prrdadain perhivangan wales antara Bank cengan Pemeging rhaning, mais pare pitak setuju babwa parhitungen Bank yang dinyataken berar dan tah, Bank berhak yntuk
n loeinhali hakrya Jlaa tedad! keketingn yang menyrbabian Pemegang Rekiming mendapatian dps ying sehanarys bukan menjadi haknya dan Femegang Rugning berhewaiiban
ghmbalikanmya kegada Bank, untuk ity Femegang Reksning member! kuass kepads Bank untul mendsbat rekaning Pamegang Ructning yang sda ¢ Bark

rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segal sestaty menyanghut rakering tersabut, termasik tetapl tidak terbiatas pada warkat serta nomor kode rahasta untik melakukan

mplalul ATM maupun E-Kut, agar tidak dipergunakan cleh pinak lafin manapin, Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segols akibat dan kerugian yang timbul tetap
Lenggung Jawab dan revisa Pemegang Rekenbigy seadiil. , ;

| Bavwning hares igera jads besemparzn SHTAMA memOertatukon bepass Bank cisertsi Lapown kepads kepolitien setempat. jfis buky tabungan stay larty hilsng/dicuil, Atas
gan Bank, Bank dapat menerbitien penggantisnnyas dengan mergansian iraya

bavian dar anggung Jawab atas penggunaan secara melawan bk, pemaliuan, atas segata akibat yang timbul kimna kehilangan atas bukuy tabungan, karty, sty bode,/namor rahasla (PIN).

fl prietujuan cen kussa dar Femegang fekening untuk memberi keterangan/dats Famegang Rukening, memblokir, menyerahkan, atay mandebat, atas parmintasn pajabat atau
#ng berwenang stau pilak laln, atau guns memenchl ketentuan hikum yang beraki.

MWMMMMMWWWWMMMJmMpllh.lul.lln,brlmmlimnmtmdk.

ke dan dizer euass olah Pemegang rkaning untuk memblokis kebur stay wabdo rekening Jika ads piak ying mesyitakan memiliki atay fhat masflid atas salds tenebut, atsy

rjadi sangueta atas rekening atais saldo rekening atau antara pard Pemujjang Rekening atau antara pihak yang mangaku sebagel ahli warls Pemagang Relening atau antata pengurs
ik porusahaan, hal mang semata-mete atas pertimbangan Bank sendid,

ik untik melakuksn perjumpasn hutang atay offser antars saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank, Untuk tu Pemegang Rekenlng mamberi kuasa
ink Gntik mendebet wlds rekening tanpa pemberitshusn sebelumnys.

mbynganmys seadin Bank digat memberiian kita ATM timbatan (rupslement] atas peomintaan din perietujuan pomegang rekeaing, Sepals tewajiban dan sidbat yang timbyl
jgunaan karty tambanan (supplement] tersebut tetap menjadi tanggung Jawab dari pemagang rtaning, olah karend ity Bank dibehbasian dari yegals Baggung jamab atsy tndaiun
ing dilakikan olsh pamegang karty tambahan apabils diemudian harl ads persenguetaan,

| kering dapat dilakukan Bank sewaktu-waktu, dan Pemegang Rekening telsh memberl kunsa untuk Itu, Jika terdapat keterangan atay dokimon palsy, atay Pemagang Rekening
t katentuan rekening inl, atay malanggar peratusan yang berlaku, atau terdapat kondish yang telsh memenuh! ketuntuan bagi penutupan rekening misalnya tentang rekening
. 3th stan perimbangan Bani sendirl. Keterituan inl tidsk menguiang! hak Sank untub sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendin menutup rekening, tanpa pemberitahuan
i )n lebid duly den pesegang reieming

1 rkpning tangs perly dengan pemberitahuin sabelimnyz, sedang bewijlban Pamegang mhaning yang ade atiu shan ads masin wajib disslesailan sleh Femaging Sakening
i, termasule overetft. Segale warkat dan dokumen terksit wajis dibesiballkan kepada Bank stas permintasn pertamanya.

mengembalikan sisa salda rekening setelah dipotong dengan kewa|iban-kewajiban Femegang rekoning, tanpa wajlh membayar bunga, balk dengan mengirimkan cek atau sefenlsnya
bty Pemagang rekening wrluk mengambil senditl i kantor Bank.

rripandensi kepads Fesegang Relening sien dilujubsn Lepeds slamat yang tercatat @i Bank. Perubahan slamet tidsk beslaky Jiky pemberitaboanngg secas tertulls berikut-
dubungnys belam diterima Bank, dan segela sbibatnge tider menjadi tenggung iasah Bank

uitupan rekening,/pemutusan perfanfisn pare plhak sepakat mengesampinghan pasal 1268 1387 KUH Perdata,

" pace rekaning gabungan (ond or/dan stau) termasuk perubahan specimen tands tangan maupun penutupan rekening hanya dapat dimintakan kepada Hank secars bersama-
 Pamegang Rekenlag. Pemberian keterangsn oleh Bank bepada salah satu dianggap telah cukup diterima oleh para Pemegang Rekening latnnya.

ditetagian iebijsken denl Sank untul mangubah et ianter stay menytys 1Y memindahipn kantar Bank ¢l mana rekaning tercatal, maka Bank akan memindahkan pencatatan
arsatut pacla hanter peng ditumjuk Sank.

batjadi panggabungan slad merger pada Bank, maka Pemeganyg Reksning wafib tunduk pada pefatufan-peraturan yang ditetapkan Bank atas rekening yang baranghutan termaiuk
any aleh Bank hasll penggabungan,

ntiskn-ketentuan inl dagal dllakukan perubahian |lka dianggap perly dan akan beraku ek ditetapkan,
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